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PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Bjr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 03 November 1980, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun
Sindanggalih Rt. 008 Rw. 006 Desa Rejasari
Kecamatan Langensari Kota Banjar, sebagai

Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 11 Maret 1978, agama Islam,
pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Semula Di Dusun Sindanggalih Rt. 008
Rw. 006 Desa Rejasari Kecamatan Langensari Kota
Banjar, Tetapi Sekarang Tinggal Di Dusun Sindangjaya
Rt 17 Rw. 4 Desa Neglasari Kecamatan Pamarican

Kabupaten Ciamis, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
Telah memeriksa bukti-bukti lainnya;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2019
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Bjr, tanggal
10 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal
12 Juli 2000 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Langensari Kota Banjar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : xxxxxxx tertanggal 08 Januari 2019;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 17 tahun 6 bulan
lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2
(dua) anak bernama:l. xxxxxx berumur 16 tahun, 2. xxxx berumur 11
tahun;
4, Bahwa sejak bulan Mei 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat kurang cukup memberikan nafkah wajib
(ekonomi) kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juli 2018 Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dengan maksud untuk mencari pekerjaan ke Bandung, akan
tetapi sejak itu Tergugat tidak pernah pulang kembali kepada Penggugat
sampai sekarang sudah 6 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah
mengirim nafkah atau menghubungi Penggugat;
6. Bahwa keadaan tersebut Penggugat sangat menderita dan sudah
tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat sudah
tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh
karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar kiranya
dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan
sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2, Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan,
sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang
dibacakan didepan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian tidak dapat
dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah

mengajukan alat bukti berupa :

|. Surat :
1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK xxxxxxxx tertanggal 16-
01-2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxtertanggal 08
Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Langensari Kota Banjar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

1. Saksi :

1. XXXXXX, umur 58 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Dusun Sindanggalih Rt. 008 Rw. 006 Desa Rejasari
Kecamatan Langensari Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan
sebagai berikut :

0- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ayah kandung Penggugat;

0- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah

pada tahun 2000;
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0- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga tinggal di rumah bersama di Dusun Sindanggalih Desa Rejasari
Kecamatan Langensari Kota Banjar;

0- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak;

0- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai tidak harmonis,
sering bertengkar;

0- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut.
Saksi awalnya tahu dari cerita penggugat, selanjutnya saksi sering
terlibat langsung mendamaikan penggugat dan tergugat;

0- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena tergugat
tidak cukup dalam memberi nafkah. Tergugat bekerja jualan cilok
dengan penghasilan yang sedikit;

0- Bahwa sejak bulan Juli 2018 penggugat dan tergugat telah pisah
tempat tinggal, yaitu tergugat yang pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama;

0- Bahwa setelah berpisah antara penggugat dan tergugat tidak
pernah kumpul kembali;

0- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXX, umur 34 tahun, pendidikan SD, pekerjaan dagang,
bertempat tinggal di Dusun Sindanggalih Rt. 008 Rw. 006 Desa Rejasari
Kecamatan Langensari Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan
sebagai berikut :
0- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah adik ipar Penggugat sejak tahun 2006;
0- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
0- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah
tangga tinggal di rumah bersama di Dusun Sindanggalih Desa Rejasari
Kecamatan Langensari Kota Banjar;
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0- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak;

0- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis namun sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak harmonis,
sering bertengkar;

0- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran
tersebut, tetapi saksi sering melihat dari sikap penggugat dan tergugat
yang sering diam-diaman seperti ada masalabh;

0- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena tergugat
tidak cukup dalam memberi nafkah. Tergugat bekerja jualan cilok tetapi
hasilnya tidak mencukupi;

0- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama
sekitar 8 bulan, yaitu tergugat yang pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama;

0- Bahwa setelah berpisah antara penggugat dan tergugat tidak
pernah kumpul kembali;

0- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak
mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat

dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil
atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya
mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil
dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak
melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan
resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain
menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2

orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda
P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat
tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat
bertanda P.1 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil
sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna
dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di
wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar. Maka berdasarkan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda
P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah
memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan
telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang
memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan
Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah
dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum
untuk mengajukan gugatan cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah
mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat
dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara

terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang
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keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, sejak awal
tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering
bertengkar disebabkan karena tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah.
Akibatnya sejak bulan Juli 2018 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal
dan tidak pernah kumpul lagi. Pihak keluarga telah merukunkan, tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar
pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan
keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut
telah memenuhi  syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti
sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya dapat
dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung
kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.2 dan keterangan saksi-saksi
dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di
persidangan yang menunjukkan;

= Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

= Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah;

= Bahwa, sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah terjadi
pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi;

= Bahwa, keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta
Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali
dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha

tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan melihat secara
objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga
seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis
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dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan
juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga

tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk
dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tersebut dan dengan adanya ketetapan hati
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir
dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi
karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai cita-cita
sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari,
namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan
diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan
bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak,
maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari
penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan
perceraian yang baik, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum
Islam Sayyid Sabig yang tercantum dalam Kitab Figih Sunnah Juz Il halaman
249:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laglliol w8 uusll plgy axe gl Y Lo o godl Jluol azg il casol 15l
Jpall e Il ash asll Guolall Lallay 3iuzg §u bl uoladl o dlai ol L) jo=u

Lagin gVl pe sz
Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat
sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk
bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk
mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti
kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu
hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas
gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut
di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat
patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap

Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.451.000,00 ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Fakhrurazi, S.Ag.,
M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Siti Alosh Farchaty, S.H.I
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.HI.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Mustolich, S.H.I Fakhrurazi, S.Ag., M.H.I.
Hakim Anggota,

Siti Alosh Farchaty, S.H.I
Panitera Pengganti,

Feri Nurjaman, S.H.I
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 60.000,00
3. Panggilan Rp 350.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 451.000,00

( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah )
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